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Hal :Imbauan Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan pada Pendaftaran
Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak
Tahun 2024 di Kabupaten Tana Toraja
Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah
terakhir melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;




7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan

o Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024, maka Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten:

a) Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
) Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
' Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas
Kabupaten/Kota.

b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan
pencegahan terhadap:

a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan

b. sengketa proses Pemilu.

2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan Pencalonan dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten:
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Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan
Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

(1) Pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan
yang meliputi:
a. pendaftaran pasangan calon,
b. penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon; dan
c. penetapan pasangan calon.

3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal Pencalonan dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024:

Lampiran | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang
™ Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan
Wakil Walikota, sebagai berikut:

e Pemeriksaan Kesehatan, jadwal awal pada Hari Selasa, 27 Agustus 2024 dan
jadwal akhir pada Hari Senin, 2 September 2024.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
Pasal 94

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran:
a. KPU menyusun pedoman teknis pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon
berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
psikotropika, prekursor; dan
; b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang
o menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan
yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor untuk:
1. memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan
sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; dan
2. menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon.

Pasal 110

(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Pasangan Calon yang telah
menerima surat pengantar pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 ayat (2).

(2) Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b angka
2 melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari
penyalahgunaan narkotika terhadap Pasangan Calon.

(3) Tim pemeriksa kesehatan menetapkan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan
jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika Pasangan Calon.

(4) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan calon:

a. mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
b. terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika.

(5) Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pemenuhan
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kelengkapan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.

(6) Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bersifat final.

Pasal 111

Setelah menerima kesimpulan hasil pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 110 ayat (6), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda
terima dan berita acara kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung.

C. Dalam rangka memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai
perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin
konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang efektif dan
efisien di Wilayah Kabupaten Tana Toraja. Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengimbau
kepada KPU Kabupaten Tana Toraja untuk :

1. Menentukan Rumah Sakit yang dituangkan ke dalam Berita Acara dan ditetapkan
melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tana Toraja

ﬁ tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan
Kesehatan;

2. Tim Pemeriksa Kesehatan adalah tim yang terdiri dari tim penilai kesehatan dan tim
pendukung pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan yang ditetapkan oleh kepala atau
direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan
KPU Kabupaten Tana Toraja;

3. Memastikan persiapan Pemeriksaan Kesehatan yang memedomani Keputusan KPU
Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota;

4. Memperhatikan Pasal 94, Pasal 110 dan Pasal 111 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

ﬁ Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.
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